
Pengertian, Model, Bentuk dan Jenis-Jenis Korupsi  
 

Pengertian Korupsi 

Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, 

benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Sedangkan kata corruptio 

berasal dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, 

menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006:281-282). 

 

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006:10). Masyarakat 

pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan 

terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang 

lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan 

pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. 

 

Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary) korupsi didefinisikan sebagai 

penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan 

atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank, korupsi adalah 

penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (the abuse of public office for private 

gain). 

 

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah 

menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh 

keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan 

umum. 

 

Dari beberpa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, 

tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, 

melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang 

atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, 

korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun 

negara. 

 

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal 

dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi 

dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; 

kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan 

curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan 

secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 

2006: 19-20). 

 

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan 



hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi 

dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), 

penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas 

negara. 

Model, Bentuk dan Jenis Korupsi 

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi 

pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai  

yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak 

disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas 

tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit 

korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. 

Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang 

maupun barang.   

2. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan 

oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik 

atau sumber daya alam tertentu.   

3. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery 

or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta 

dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.   

4. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau 

disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. 

Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.   

5. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada 

tindakan privatisasi sumber daya.   

6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.   

7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.  

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang 

menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18): 

1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada 

penguasa.   

2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi 

kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan 

bagi usaha ekonominya.   

3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, 

dan sebagainya.   

4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-

wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.   



Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, 

pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan 

jabatan atau profesi seseorang. 

 

 


